BAB IV
ANALISIS AKAD IVJARAHTERHADAP SEWA JASA PENGEBORAN
SUMUR DENGAN SISTEM BORONGAN DI DESA KEMANTREN

KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Analisis Terhadap Mekanisme Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem
Borongan

Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat tidak bisa terlepas dari
hubungan antar manusia untuk mencapai apa yang diinginkan. Salah satunya
adalah dalam hal sewa menyewa jasa pekerjaan tertentu. Sewa jasa
merupakan kesepakatan antara pihak pemberi upah sebagai pihak penyewa
jasa dengan pihak penerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya sebagai
pihak yang memberikan jasa.

Sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemantren Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan merupakan salah satu bentuk sewa menyewa jasa
pekerjaan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa (pengebor)
untuk menemukan sumber mata air yang bersih dalam kedalaman tertentu.
Mekanisme dalam sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemantren dimulai
dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal penentuan
letak posisi yang akan dijadikan tempat pengeboran sumur, penentuan biaya
pengeboran sumur sampai dengan pembayaran baiaya sewa jasa pengeboran

sumur di Desa Kemantren.
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Kesepakatan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa
pengeboran sumur mulai mengikat ketika kedua pihak telah menyatakan
sepakat dengan biaya borongan yang telah disepakati secara lisan. Perihal
kesepakatan secara lisan tidak menimbulkan masalah dan diperbolehkan
karena didalam kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan antara pihak
penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa.

Mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di
Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu dengan
penentuan lokasi pengeboran sumur oleh pihak penyewa jasa, penentuan ini
sesuai keinginan dari pihak penyewa jasa pengeboran sumur dalam ukuran 2
meter persegi. Setelah ditentukan lokasi pihak yang menyewakan jasa akan
menaksir biaya yang akan dikeluarkan sampai menemukan sumber mata air
disertai dengan ketentuan bahwa bilamana proses pengeboran telah
dilakukan dalam lokasi 2 meter persegi tersebut sebanyak 4 kali pengeboran
dan tidak ditemukan sumber mata air yang bersih maka pihak penyewa jasa
tetap harus membayar biaya sebanyak 50% dan kedua belah pihak
menyepakati mekanisme tersebut. Melihat mekanisme sewa jasa pengeboran
sumur dengan sistem borongan yang terjadi mekanisme tersebut tidak
bertentangan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari
kesepakatan mengenai mekanisme tersebut didasarkan atas kerelaan dari
kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dan tidak ada pihak yang

merasa dirugikan.
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B. Analisis Akad Jjarah Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan
Sistem Borongan

Dalam hukum Islam perjanjian dalam hal pekerjaan termasuk dalam
kategori akad 7jarah atau sewa menyewa khususnya adalah sewa menyewa
dalam hal suatu pekerjaan yaitu ijarah ‘ala al-a’mal. ljarah ‘ala al-a’mal
merupakan perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak
penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan jasa, biasa akad
seperti ini dikenal dengan istilah sewa jasa. Misalnya, menjahitkan pakaian,
membangun rumah dan lain sebagainya.

Sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa
kemantren merupakan kesepakatan antara pihak penyewa jasa dengan pihak
pemberi jasa untuk menemukan sumber mata air didalam kedalaman tertentu
dengan biaya atau upah yang ditentukan dengan sistem borongan. Dilihat
dari segi subjek akad sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di
Desa Kemantren Paciran Lamongan termasuk dalam kategori ijarah ‘ala al-
a’mal khususnya yaitu fjarah musytarak. ljarah atau ajir musytarak menurut
Chairuman Pasaribu adalah berkaitan dengan perjanjian pemborongan
pekerjaan, yaitu perjanjian yang diadakan oleh pihak pemborong dengan
pihak yang memberikan pekerjaan borongan. Bagaimana caranya pihak
pemborong pekerjaan untuk melakukan pekerjaan tersebut tidaklah penting

bagi pihak yang memborongkan, yang penting hasil pekerjaan yang
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diserahkan kepadanya dalam keadaan baik. Biasanya perjanjian
pemborongan ini selalu dikaitkan dengan jangka waktu.'

Adanya akad J7jarah bertujuan agar manusia dalam bertransaksi sewa
menyewa tidak bertentangan dengan aturan dalam Islam supaya sesama
manusia tidak memakan harta sesama secara batil. Hal ini berdasarkan

firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (an-
Nisa’ 4: 29).2

Didalam suatu perjanjian atau akad sewa jasa tidak dapat terlepas

dengan adanya ketentuan atau aturan yang dalam hukum Islam dikenal
dengan istilah rukun dan syarat 7jarah. Sewa jasa pengeboran sumur dengan
sistem borongan di Desa Kemantren Paciran Lamongan akan dianggap sah
dan mengikat apabila memenuhi rukun akad ijarah. Menurut ulama
Syafi’iyah sewa dalam bentuk pekerjaan disebut dengan rjarah dhimmah
yaitu jjarah untuk manfaat yang berkaitan dengan tanggung jawab. Dalam

jjarah ini disyaratkan barang atau manfaat dari akad 7jarah harus diketahui

jenis, tipe dan sifatnya. Sedangkan Menurut jumhur ulama rukun jjarah ada

! Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,1993), 154.
? Departemen Agam Rl, A/-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 107-108.
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empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), shighat (ijab dan

qgabul), upah dan manfaat.” Sedangkan Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah

menjelaskan bahwa rukun 7jarah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang melakukan akad, yaitu terdiri dari ajir dan mustajir

2. Shighat (ijab gabul) yaitu ikatan kata antara ajir dan musta’jir yang
menunjukan kerelaan antara keduanya.

3. Ujrah atau upah atau bisa dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan atas
manfaat yang telah diperoleh dari akad 7jarah.

4. Manfaat, yaitu sesuatu diperoleh dari barang yang disewakan atau
pekerjaan yang akan dikerjakan.’*

Dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa
Kemantren Paciran Lamongan adanya pihak yang melakukan kesepakatan
yaitu pihak yang akan membayarkan sejumlah biaya atau upah atas
pekerjaan jasa pengeboran sumur yang telah didapatkan yang disebut dengan
mustajjir, dengan pihak yang akan menerima sejumlah biaya atau upah
tertentu atas pekerjaan jasa pengeboran sumur yang dilakukan hingga
menemukan sumber mata air yang bersih yang disebut dengan ajir. Kedua
belah pihak melakukan kesepakatan berupa kesepakatan lisan mengenai
objek dan biaya atau upah yang akan dibayarkan dalam perjanjian
pengeboran sumur dengan sistem borongan untuk memperoleh sumber mata

air yang bersih.

’ Wahbah az-Zuhayli, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid: V,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.
* Sohari Sahrani, Ruf’ahAbdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.
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Selain harus memenuhi rukun akad 7jarah sewa jasa pengeboran sumur
dengan sistem borongan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya akad
ijarah. Menurut Wahbah az-Zuhayli akad 7jarah dianggap sah apabila telah
memenuhi syarat sah 7jarah sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan antara kedua pelaku akad

2. Hendaknya objek akad (manfaat) harus diketahui manfaatnya guna
menghindari perselisihan. Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga
kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Karena
ketidakjelasan dari objek kerja maka akan mengakibatkan perselisihan
dan rusaknya akad jjarah. Sehingga objek kerja harus dijelaskan jenis,
tipe, kadar dan sifat dari objek kerja tersebut.

3. Objek akad dapat diserahkan secara nyata (hakiki) maupun syara

4. Manfaat yang dijadikan objek 7jarah dibolehkan secara syara

5. Hendaknya upah berupa harta yang bernilai dan dapat diketahui’

Selain itu banyak pendapat mengenai syarat sahnya akad Jjjarah,
diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu
ajir dan mustair.

2. Didalam melakukan akad shighat ijab gabul harus jelas.

3. Objek dari akad 7jarah adalah sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang

tidak berwujud. Dengan demikian, objek yang menjadi manfaat kerja

> Wahbah az-Zuhayli, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid: V,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 390.
% Helmi Karim, Figh Muamalah, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 35
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yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan pembatasan
jenis pekerjaan yang akan dilakukan.

4. Manfaat yang menjadi objek 7jarah adalah hal yang diperbolehkan dan
bukan sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini berarti pekerjaan yang
diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang dihalalkan menurut syara’
bermanfaat bagi perorangan maupun masyarakat. Dengan demikian, tidak
dibenarkan menerima upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang
agama.’

5. Pemberian upah atau imbalan dalam 7jarah harus sesuatu yang bernilai
Serta harus diketahui jumlahnya, wujudnya dan pembayarannya.®

6. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus jelas dan dapat diketahui secara
sempurna, sehingga tidak memicu perselisihan dikemudian hari. Apabila
kejelasan manfaat dari ijarah tidak diketahui secara jelas dan sempurna
maka akad 7jarah dianggap tidak sah.

7. Objek ijarah harus dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung
dan tidak bercacat.’

Dengan melihat rukun dan syarat sahnya akad ijarah sebagaimana yang
dijelaskan diatas maka sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan
di Desa Kemantren Paciran Lamongan telah memenuhi rukun dan syarat sah
dari akad jjarah yaitu berupa adanya kerelaan antara kedua belah pihak

dalam menetukan perjanjian sewa jasa pengeboran sumur mengenai letak

7 Helmi Karim, Figh Muamalah..., 35-36.
¥ Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,1993), 155.
? Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), 232-233.
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posisi dan biaya yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad
ijarah serta adanya kejelasan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan yaitu
untuk menemukan sumber mata air yang bersih. Disamping itu dalam
kesepakatan tersebut juga terdapat biaya dimana biaya tersebut berupa
nominal uang dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana
pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah bahwa sewa jasa
dianggap sah bilamana diketahui secara jelas barang atau manfaat harus
diketahui jenis, tipe dam sifatnya. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat
Wahbah az-Zuhaily mengenai syarat objek akad bahwa objek akad harus
terhindar dari ketidakjelasan dan harus jelas baik dari jenis, tipe, kadar dan
sifatnya.

Penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa kemantren
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menggunakan sistem borongan.
Sistem borongan dalam sewa jasa pengeboran sumur adalah pihak pemberi
jasa pengeboran sumur menaksir biaya yang diperlukan dalam proses
pengeboran sumur tanpa melihat proses pengeborannya. Dengan
menggunakan sistem borongan tentunya biaya dan pembayaran sewa jasa
pengeboran sumur dilakukan diawal sebelum pekerjaan dilakukan dengan
memperkirakan biaya yang akan diperlukan dalam proses pengeboran sumur.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai penentuan atau pembayaran
ujrah atau biaya sewa dalam akad jjarah, diantaranya adalah menurut ulama
Hanafiyah bahwa diperbolehkan mempercepat pembayaran ujrah dan boleh

ditangguhkan yang sebagian. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Ahmad,
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sesungguhnya ajir berhak mendapatkan upah berdasarkan akad itu sendiri,

jika ajir menyerahkan zat benda atau jasa kerja kepada musta’jir, maka ajir

berhak menerima pembayaran wujrah karena musta’jir telah menerima
manfaat dari akad 7jarah tersebut.

Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai penentuan biaya atau pembayaran
biaya sewa dalam akad ijarah harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai
berikut:

1. Pembayaran ujrah diberikan pada saat pekerjaan selesai, apabila akad
ijarahberupa ijarah ala al-a’mal.

2. Manfaat dari akad ijarah telah terpenuhi dan telah diberikan kepada
pihak penyewa. Apabila terjadi kerusakan terhadap barang sebelum
dimanfaatkan maka 7jarah dianggap batal.

3. Terpenuhinya manfaat pada saat waktu akad 7jarah masih berlangsung
meskipun manfaat tersebut belum terpenuhi secara keseluruhan.

4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan antara kedua
belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran. "

5. Ujrah dalam akad 7jarah barang dibayar ketika akad sewa atau dibayar
diawal setelah terjadinya akad, kecuali dalam akad ditentukan lain dan
tidak merugikan salah satu pihak."

Sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemantren biaya atau upahnya
ditentukan atas dasar taksiran atau perkiraan biaya yang akan diperlukan

dengan cara pembayaran tunai diawal kesepakatan atau dengan pembayaran

' Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Kamaluddin A. Marzuki, Jilid: X1II..., 21.
" Sohari Sahrani, Ruf’ahAbdullah, Fikih Muamalah..., 172.
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50% kemudian setelah pekerjaan selesai baru adanya pelunasan.
Pembayaran biaya borongan dalam sewa jasa pengeboran sumur di Desa
Kemantren yang dilakukan diawal atau dengan pembayaran biaya 50%
dalam kesepakatan diperbolehkan hal ini sesuai dengan pendapat ulama
Hanafiyah, yaitu mensyaratkan mempercepat pembayaran ujrah dan
menangguhkan pembayaran itu boleh, seperti halnya mempercepat yang
sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi. Hal ini juga diperkuat
dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa wujrah dalam akad ijarah dibayar
ketika akad sewa atau dibayar diawal setelah terjadinya akad, kecuali dalam

akad ditentukan lain dan tidak merugikan salah satu pihak.



